BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Hasil Kesimpulan ini menunjukan bahwa Konvensi New York 1997
menegaskan bahwa pengeboman teroris merupakan kejahatan internasional
yang harus dikriminalisasi oleh setiap negara. Konvensi ini mendorong kerja
sama internasional dalam penindakan, menegakkan prinsip ekstradisi atau
penuntutan (aut dedere aut judicare), dan menolak pembenaran terorisme atas
dasar politik, agama, atau ideologi. Tujuannya adalah untuk mencegah
impunitas dan memperkuat sistem hukum global dalam melawan terorisme.

Hasil Kesimpulan ini menunjukan bahwa kasus Hambali mencerminkan
penerapan hukum internasional dalam menangani kejahatan terorisme lintas
negara. Sebagai otak serangan bom Bali 2002 dan tokoh Jemaah Islamiyah,
Hambali dapat dikategorikan melakukan kejahatan terorisme internasional
karena aksinya menimbulkan ancaman serius terhadap perdamaian dan
keamanan global. Berdasarkan hukum internasional, seperti Konvensi New
York 1997 dan resolusi PBB, tindakannya memenuhi unsur terorisme yang
harus dituntut secara pidana, tanpa perlindungan politik atau ideologis. Kasus
ini juga menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dalam

penangkapan, ekstradisi, dan penuntutan pelaku teror.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia perlu melakukan harmonisasi lebih lanjut antara

ketentuan hukum nasional dengan ketentuan dalam Konvensi New York 1997,

khususnya dalam hal perluasan yurisdiksi dan mekanisme ekstradisi, guna



memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme di
ranah internasional.

Diperlukan peningkatan kerja sama internasional, baik secara bilateral maupun
multilateral, dalam bidang intelijen, penyidikan, dan penegakan hukum, agar
negara-negara pihak dapat lebih responsif dan terkoordinasi dalam mencegah
serta memberantas kejahatan terorisme yang bersifat lintas yurisdiksi dan

transnasional.
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